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ABSTRAK 

 

 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga yang bersifat 

independen ini didirikan khusus untuk menangani tindak pidana korupsi. Dalam 

melaksanakan tugas, KPK oleh Undang-Undang diberikan kewenangan untuk 

melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan. Kewenangan penyadapan 

KPK oleh sebagian pihak dianggap sebagai sebuah pelanggaran Hak Asasi 

Manusia (HAM), karena dengan adanya penyadapan tersebut orang merasa 

dizalimi dan diganggu kehidupan privasinya. Inilah yang kemudian menjadi 

permasalahan dalam penelitian ini apakah kewenangan penyadapan penyidik KPK 

sesuai dengan prinsip-prinsip HAM khususnya prinsip kesetaraan dan tidak 

diskriminatif serta bagaimana mekanisme penyadapan yang dilakukan oleh KPK. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, yaitu penelitian yang 

menghasilkan informasi berupa catatan dan data deskriptif yang terdapat di dalam 

teks yang diteliti. Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan penelitian 

yuridis normatif. Penelitian dalam skripsi ini bersifat studi pustaka (library 

research) yang menggunakan buku-buku dan literatur-literatur lainnya sebagai 

objek yang utama.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyadapan yang dilakukan oleh 

penyidik KPK dapat dikatakan sesuai dengan prinsip HAM khususnya prinsip 

Siracusa yaitu negara dapat melakukan pembatasan HAM apabila terdapat hukum 

yang mengatur. Selain itu, penyadapan juga sudah memenuhi persyaratan 

pembaatsan sebagaimana diatur dalam Pasal 28J UUD 1945, KIHSP, Prinsip 

Siracusa. Sehingga, jika terjadi benturan antara HAM individual dengan HAM 

publik, maka bisa dilakukan pengesampingan terhadap HAM individu terutama 

jika berbenturan dengan HAM publik yang lebih mendasar. Selanjutnya mengenai 

mekanisme kewenangan KPK untuk melakukan penyadapan sudah terdapat dalam 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Pasal 12B, 12C dan 

12D. Dalam melakukan penyadapan, mekanisme KPK yaitu harus melalui 

langkah perizinan dan harus tetap menghormati hak privasi seseorang, serta 

menggunakan hasil penyadapan hanya untuk kepentingan hukum atau 

kepentingan peradilan. 

 

Kata kunci: Penyadapan, hak asasi manusia, KPK 
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ABSTRACT 

  

 

The Corruption Eradication Commission (KPK) is an independent 

institution that was established specifically to deal with corruption. In carrying out 

their duties, the Corruption Eradication Commission is given the authority to tap 

and record talks. The authority of wiretapping of the KPK is considered by some 

to be a violation of Human Rights (HAM), because by the tapping, people feel 

wronged and disturbed by their privacy. This then becomes the problem in this 

study whether the authority of wiretapping KPK investigators is in accordance 

with the principles of human rights, especially the principle of equality and non-

discrimination and how the wiretapping mechanism is carried out by the KPK. 

This type of research is qualitative, which is research that produces 

information in the form of notes and descriptive data contained in the text under 

study. The writing of this thesis uses a normative juridical research approach. 

Research in this thesis is a library study (library research) that uses books and 

other literature as the main object. 

The results showed that the wiretapping conducted by KPK investigators 

can be said to be in accordance with the human rights principle especially the 

Siracusa principle, namely that the state can impose human rights restrictions if 

there are laws governing them. In addition, wiretapping has also fulfilled the 

abolition requirements as regulated in Article 28J of the 1945 Constitution, 

KIHSP, Siracusa Principle. Thus, if there is a conflict between individual human 

rights and public human rights, then it can be waived against individual human 

rights, especially if it conflicts with more basic public human rights. Furthermore, 

regarding the mechanism of the KPK's authority to conduct wiretapping is already 

contained in the Law of the Republic of Indonesia Number 19 Year 2019 Article 

12B, 12C and 12D. In conducting wiretapping, the KPK mechanism must go 

through licensing steps and must still respect a person's privacy rights, and use the 

results of wiretapping only for legal or judicial purposes. 

 

 

Keywords: Wiretapping, human rights, KPK 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dalam kehidupan sehari-hari, istilah hak asasi manusia atau yang biasa 

disingkat HAM, sangat sering kita dengar. Masalah HAM menjadi agenda 

penting dan strategis dalam pengembangan demokratisasi. Penghormatan 

terhadap HAM akan meningkatkan kesadaran demokrasi. Demokrasi berasal 

dari istilah Greek Demokratia yang secara harfiah dapat berarti demos atau 

rakyat dan kratos atau pemerintahan, sehingga secara utuh bermakna 

pemerintahan oleh rakyat, yang menunjuk pada bentuk-bentuk pemerintahan 

rakyat yang bersifat partisipatori, baik langsung atau atas dasar perwakilan.1 

Tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia yang sedang mengalami 

masa transisi dari sistem represif ke suatu sistem negara yang mengembangkan 

prinsip-prinsip demokrasi saat ini adalah bagaimana memenuhi tuntutan untuk 

dapat secara tegas menghadapi mereka yang berpartisipasi di dalam atau yang 

dinilai telah mengambil keuntungan dari sistem pemerintahan yang represif di 

masa lalu. Untuk memenuhi tuntutan tersebut perlu diperhatikan bahwa ada 

usaha yang jelas dari pemerintah yang baru dalam memutuskan rantai rezim 

lama dengan pemerintahan baru.2 Salah satu bentuknya adalah penegakan 

hukum. 

 
1Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, (Semarang: BP 

UNDIP, 1997), hlm. 74. 
2Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Keadilan dalam Masa Transisi, (Jakarta: 

KOMNASHAM, 2001), hlm. 5. 
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Non-derogable rights adalah hak-hak asasi manusia yang tidak dapat 

dikurangi dalam keadaan apapun. Dalam aturan undang-undangan, non-

derogable rights terdapat dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu pada Pasal 28I ayat (1) yang berbunyi 

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati 

nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai 

pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang 

berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam 

keadaan apapun” dan Pasal 28 G (1) bahwa tiap orang dilindungi haknya. 

Perspektif HAM terhadap legalitas Komisi Pemberantasan Korupsi 

(KPK) tidak lepas dengan kondisi penegakan hukum terhadap pelaku tindak 

pidana korupsi3. Korupsi memberikan dampak yang begitu besar bagi 

kehidupan sosial ekonomi bangsa dan dianggap sebagai suatu kejahatan yang 

luar biasa (extraordinary crime). Tindak pidana korupsi seringkali sulit 

ditemukan buktinya, maka harus ada upaya yang luar biasa juga untuk 

menghadapinya, salah satunya adalah dengan cara penyadapan. Sebagai suatu 

lembaga yang fokus untuk memberantas korupsi maka kewenangan-

kewenangan yang awalnya terpisah di lembaga-lembaga penegak hukum lain, 

disatukan sebagai bentuk kewenangan luar biasa untuk menangani tindak 

pidanan korupsi. 

 
3Muhammad Rusli, Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, (Yogyakarta: Penerbit UII 

Press, 2011), hlm. 102. 
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Terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, ada beberapa 

penyidik polisi, kejaksaan agung dan KPK. Sekarang yang menggunakan 

kewenangan pemberantasan korupsi adalah KPK, sehingga polisi dan 

kejaksaan agung memiliki hambatan untuk menggunakan kewenangan dalam 

pemberantasan korupsi. Hambatan dari penyidik polisi antara lain adalah 

sumber daya manusia yang secara kualitas masih kurang memadai dan secara 

kuantitas jumlahnya sangat terbatas. Masalah regulasi juga menjadi suatu 

hambatan tersendiri yaitu masalah perizinan yang harus ditempuh oleh 

penyelidik polisi untuk memeriksa pejabat yang dijadikan tersangka. 

Sedangkan hambatan dari kejaksaan agung adalah sumber daya manusia 

kejaksaan agung memiliki terlalu banyak komposisi jaksa senior dibandingkan 

jaksa junior. Masalah lainnya adalah prasarana yaitu kecilnya alokasi dana 

untuk keperluan penyelidikan. 

Penyadapan atau Interception adalah suatu penyadapan HAM karena 

telah menerobos hak privasi orang lain. Meskipun begitu, penyadapan yang 

berfungsi untuk penegakan hukum tertentu sangat diperlukan karena dianggap 

sangat efektif dan berdaya guna. Oleh karena itu, diperlukan suatu landasan 

hukum yang kuat untuk aturan penyadapan yang sah secara hukum. Tindakan 

penyadapan ini pada dasarnya dilarang, yang dapat terlihat pada ketentuan 

beberapa pasal di dalam Undang-Undang. Pelarangan ini dapat dimaklumi 

karena tindakan penyadapan pada dasarnya telah melanggar hak asai manusia 

khususnya hak privasi. 
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Dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 

Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 

tentang KPK, maka KPK mempunyai wewenang untuk melakukan penyadapan 

dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan. Pertimbangan 

dilakukannya penyadapan adalah sudah adanya dugaan kuat yang diperoleh 

dari laporan hasil pengawasan (indikasi) dan bukti permulaan yang cukup 

terhadap kasus korupsi. Oleh karena itu, pada skripsi ini dilakukan penelitian 

mengenai kewenangan penyadapan yang dilakukan penyidik KPK dilihat dari 

perspektif HAM.  

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, maka dapat 

dirumuskan permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi ini, yaitu: 

1. Apakah kewenangan penyadapan penyidik KPK sesuai dengan prinsip-

prinsip HAM? 

2. Bagaimana mekanisme penyadapan yang dilakukan oleh KPK? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam masalah di atas, maka 

tujuan penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui kewenangan penyadapan penyidik KPK sudahkah 

sesuai dengan prinsip-prinsip HAM khususnya prinsip kesetaraan dan 

tidak diskriminatif  

b. Untuk mengetahui mekanisme penyadapan yang dilakukan oleh KPK. 
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2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah: 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada 

pembaca mengenai kewenangan penyadapan penyidik KPK sudahkah 

sesuai dengan prinsip-prinsip HAM khususnya prinsip kesetaraan dan 

tidak diskriminatif. 

b. Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan kepada pembaca 

tentang mekanisme penyadapan yang dilakukan oleh KPK. 

D. Telaah Pustaka 

Karya yang pertama, skripsi yang ditulis oleh Aldian Pudjianto dkk 

2018, mahasiswa Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas 

Diponegoro yang diberi judul “Tinjauan Yuridis Atas Operasi Tangkap Tangan 

Yang Dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dan Relevansinya 

Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Tersangka”. Selanjutnya hasil 

penelitian yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa pada hakikatnya, 

Operasi Tangkap Tangan sebagai pelaksanaan upaya paksa didahului dengan 

penyadapan adalah sah dan telah didasarkan pada ketentuan perundang-

undangan.4 

Penelitian yang kedua, skripsi yang ditulis oleh Ayurahmi Rais 2017 

Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat. Yang diberi judul “Tinjauan Yuridis 

Terhadap Penyadapan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Dugaan 

 
4Aldian Pudjianto dkk., “Tinjauan Yuridis Atas Operasi Tangkap Tangan Yang 

Dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dan Relevansinya Terhadap Perlindungan Hak 

Asasi Manusia Bagi Tersangka,” Diponegoro Law Journal, Vol. 7, Nomor 3, Tahun 2018, hlm. 

307. 
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Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dari Perspektif Hak Asasi Manusia”. 

Selanjutnya hasil penelitian yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa 

Kewenangan dan Kewajiban KPK, dalam memberantas tindak pidana korupsi 

di Indonesia, diatur jelas dalam Undang-Undang KPK.5 

Karya tulis selanjutnya skripsi karya AA. Gede Krishna Putra Parimita 

2017 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana dengan judul 

“Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Penyadapan Untuk 

Mengungkap Kasus Tindak Pidana Korupsi.” Selanjutnya hasil penelitian yang 

dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa hukum positif di Indonesia aturan 

penyadapan perlu adanya ijin dari pengadilan dan aturan lebih lanjut mengenai 

tata cara penyadapan, dan batas waktunya.6 

E. Kerangka Teori 

Kerangka teoritik dibutuhkan untuk menganalisis independensi KPK dan 

konsep HAM: 

1. Teori Hak Asasi Manusia (HAM) 

 Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan seperangkat yang melekat 

pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha 

Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi 

dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang. Secara 

formal konsep mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) lahir pada tanggal 10 

 
5Ayurahmi Rais skripsi “Tinjauan Yuridis Terhadap Penyadapan Oleh Komisi 

Pemberantasan Korupsi Terhadap Dugaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dari Perspektif Hak 

Asasi Manusia” Lex Privatum Vol. V/No. 1/Jan-Feb/2017 
6AA. Gede Krishna Putra dkk., “Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam 

Penyadapan Untuk Mengungkap Kasus Tindak Pidana Korupsi,” Kertha Negara: Journal Ilmu 

Hukum, [S.l.], v. 7, n. 8, p. 1-18, sep. 2019. 
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Desember 1948, ketika PBB memproklamirkan Deklarasi Universal HAM 

yang di dalamnya memuat 30 pasal tentang hak dan kewajiban umat 

manusia. 

 Hak Asasi Manusia merupakan hak yang dianugerahkan oleh 

Tuhan Yang Maha Esa semata-mata karena ia manusia. Hak ini melekat 

pada setiap diri manusia dan bersifat tidak dapat dicabut. Hak ini bukan 

merupakan hukum positif atau pemberian masyarakat terhadap satu 

individu atau dapat dibedakan dengan individu yang lain. Oleh karena itu, 

apapun alasan perbedaan suku, bahasa, ras, keyakinan, warna kulit, negara, 

maupun seseorang melakukan kejahatan paling berat sekalipun, seseorang 

tidak akan kehilangan martabatnya dan hak asasi sebagai manusia.7 

 Hak asasi manusia sering didefenisikan sebagai hak-hak yang 

demikian melekat pada sifat manusia, sehingga tanpa hak-hak itu manusia 

tidak mungkin mempunyai martabat sebagai manusia (inherent dignity), 

dan karena itu pula dikatakan bahwa hak-hak tersebut adalah tidak dapat 

dicabut (inalienable) dan tidak boleh dilanggar (inviolable) dalam keadaan 

apapun. Berikut ini prinsip-prinsip HAM antara lain kesetaraan, tidak-

diskriminatif, universal, martabat manusia, inalienability (tidak dapat 

direnggut), responsibility (bertanggung jawab), indivisibility (tidak dapat 

dipisah-pisahkan), dan interdependency (saling ketergantungan). 

 

 

 
7Rhona K.M. Smith, Hukum Hak Asasi Manusia, cet. Ke-1 (Yogyakarta: PUSHAM 

UII, 2008), hlm. 11. 
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2. Independensi terkait Penyadapan 

 Pada prinsipnya, lembaga-lembaga ekstra itu selalu diidealkan 

bersifat independen dan sering kali memiliki fungsi campuran yang 

semilegislatif dan regulatif, semiadministratif, dan bahkan semiyudikatif. 

Oleh karena itulah muncul istilah badan-badan independen dan berhak 

mengatur dirinya sendiri (independent and self-regulatory bodies) yang 

berkembang di berbagai negara. Akan tetapi, gejala umum yang sering kali 

dihadapi oleh negara-negara yang membentuk lembaga-lembaga ekstra itu 

adalah persoalan mekanisme akuntabilitas, kedudukannya dalam struktur 

ketatanegaraan, dan pola hubungan kerjanya dengan kekuasaan 

pemerintah, kekuasaan membuat undang-undang, dan kekuasaan 

kehakiman. 

 Kemampuan KPK dalam mengungkap kasus suap berhubungan 

dengan wewenang untuk melakukan penyadapan, termasuk kapasitas lain 

yang dimiliki dalam bentuk profesional investigation seperti penyamaran, 

pengintaian dan teknik investigasi lain yang mendukung terungkapnya 

kasus suap. Artinya, KPK sudah mengembangkan metode penindakan 

dalam penanganan kasus korupsi, dari yang sebelumnya fokus pada isu 

pengadaan barang/jasa saja, dikembangkan menjadi kasus korupsi yang 

lebih rumit dan kompleks seperti suap. Jika pada isu pengadaan 

barang/jasa KPK fokus pada pencarian dokumen, maka suap dalam 

pengadaan barang/jasa merupakan bukti berkembangnya strategi 

penindakan KPK. 
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 Penyadapan dilarang oleh undang-undang karena melanggar hak 

asasi manusia yaitu hak privasi. Dengan dilakukannya penyadapan, maka 

kehidupan seseorang menjadi tidak bebas, merasa takut dan merasa 

kemerdekaan pribadinya dirampas, padahal setiap orang mempunyai hak 

privasi, hak kebebasan dari rasa takut dan hak-hak yang lain. Hal ini  

dinyatakan dalam pasal 28F dan pasal 28G ayat (1), UUD 1945 secara urut 

menyatakan:  

 “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh 

informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungannya, serta berhak 

untuk memperoleh, memiliki, menyimpan mengolah dan menyampaikan 

informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.8 

 “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, 

kehormatan, martabat dan harta benda dibawah kekuasaannya serta berhak 

atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat 

atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia”.9 

 Independensi KPK lebih banyak dinilai oleh (i) Tersedianya 

mekanime yang transparan untuk menilai kinerja KPK yang bersangkutan, 

sehingga dapat menjaga agar fungsinya tidak bias (ii) Pemilihan pimpinan 

KPK menggunakan prosedur yang demokratis, transparan dan objektif (iii) 

Pimpinan KPK yang terpilih dikenal sebagai orang dengan integritas yang 

baik dan telah teruji. Seluruh KPK yang telah teruji independensinya akan 

 
8Pasal 28 F. 
9Pasal 28G ayat (1). 



10 
 

 
 

mampu memberikan hasil yang amat baik dalam pemberantasan korupsi di 

negaranya. 

 Secara ringkas ada tiga penjelasan terkait keberadaan lembaga-

lembaga negara independen. Pertama, ada kebutuhan terkait tujuan, tugas, 

dan fungsi tertentu yang dirasakan sebagai sangat serius, dan hal ini terkait 

erat dengan gagasan reformasi yang diusung pada proses transisi 

demokrasi; kedua, ada kesadaran bahwa tugas dan fungsi tersebut tidak 

bisa dijalankan dengan efektif di tengah struktur dan budaya umum 

birokrasi yang ada; dan ketiga, secara khusus, ada penilaian spesifik 

bahwa agen atau lembaga negara utama yang seharusnya menjalankan 

tugas dan fungsi tersebut sedang tidak bisa diandalkan karena kandungan 

persoalan yang melembaga dalam dirinya. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah studi pustaka (library research) yang 

menggunakan buku-buku dan literatur-literatur lainnya sebagai objek yang 

utama. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, yaitu penelitian 

yang menghasilkan informasi berupa catatan dan data deskriptif yang 

terdapat di dalam teks yang diteliti. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu menjelaskan tentang 

penerapan hukum putusan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK 
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mengatur tindakan penyadapan telah sesuai dengan prinsip-prinsip HAM 

yaitu prinsip keseteraan dan prinsip tidak diskriminatif yang khususnya 

terdapat pada Pasal 28F dan pasal 28G ayat (1) UUD 1945. 

3. Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian skripsi ini digunakan pendekatan penelitian 

yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang 

dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-

teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-

undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pengumpulan bahan 

hukum dilakukan dengan prosedur identifikasi dan inventarisasi pustaka, 

yang mencangkup data primer, sekunder, dan tersier. 

4. Sumber Penelitian 

a. Data Primer 

Bahan Hukum Primer adalah bahan yang memiliki kekuatan mengikat 

yang berkaitan dengan objek penelitian, antara lain: 

1) UUD RI 1945 

2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 

4) Undang-Undang HAM 

5) Instrumen HAM  
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b. Data Sekunder 

Data sekunder ini bersumber dari buku-buku hukum dan tulisan 

maupun penelitian hukum lainnya yang berkaitan tentang Penyadapan 

oleh Penyidik KPK dan tentang HAM. 

c. Data Tersier  

Data tersier berupa petunjuk atau penjelasan mengenai data primer 

dan data sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, dan internet. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Tahap awal penulis melakukan penelitian adalah dengan melihat 

UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK mengatur tindakan penyadapan 

dan mengumpulkan data. Kemudian penulis mencari referensi tentang 

HAM dan menganalisis kesesuaian penyadapan KPK dengan prinsip-

prinsip HAM. 

G. Sistematika Penulisan 

Skripsi ini akan disusun dan disajikan dengan sistematis dimana 

antara bab satu dengan yang lainnya saling berkaitan sehingga ada korelasi 

yang terkandung dan merupakan satu rangkaian yang berkesinambungan, 

adapun sistematika penulisan sebagai berikut: 

Skripsi ini terdiri dari lima bab. Dimana bab pertama, adalah 

Pendahuluan yang membahas tentang latar belakang dilaksanakannya 

penelitian ini, rumusan masalah yang akan coba dijawab dalam penelitian ini, 

tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka sebagai upaya penulis untuk 

menjamin orisinilitas penelitiannya, metode yang akan digunakan dalam 
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penelitian, kerangka teori yang akan digunakan dalam penelitian, dan 

sistematika penyusunan skripsi ini.  

Bab kedua berisi tentang Tinjauan Umum tentang HAM dan 

Independensi.  

Bab ketiga berisi tentang gambaran umum tentang penyadapan KPK, 

pengertian penyadapan, landasan hukum penyadapan, fungsi dan manfaat 

penyadapan, penyadapan pada umumnya, khususnya penyadapan yang 

dilakukan oleh KPK serta penyadapan dalam revisi UU KPK. 

Bab keempat Analisa Penyadapan di dalam perspektif HAM yang 

terdiri dari mekanisme penyadapan dan dilihat dalam prespektif HAM. 

Bab kelima, bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang 

berisikan Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian dan analisis yang peneliti lakukan, maka dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Penyadapan yang dilakukan oleh penyidik KPK dapat dikatakan sesuai 

dengan prinsip HAM khususnya prinsip Siracusa yaitu negara dapat 

melakukan pembatasan HAM apabila terdapat hukum yang mengatur. 

Selain itu, penyadapan juga sudah memenuhi persyaratan pembaatsan 

sebagaimana diatur dalam Pasal 28J UUD 1945, KIHSP, Prinsip Siracusa. 

Sehingga, jika terjadi benturan antara HAM individual dengan HAM 

publik, maka bisa dilakukan pengesampingan terhadap HAM individu 

terutama jika berbenturan dengan HAM publik yang lebih mendasar. 

2. Mekanisme kewenangan KPK untuk melakukan penyadapan terdapat 

dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 

Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 

yang dijelaskan pada Pasal 12B, 12C dan 12D. Dalam melakukan 

penyadapan, KPK harus melalui langkah perizinan dan harus tetap 

menghormati hak privasi seseorang, serta menggunakan hasil penyadapan 

hanya untuk kepentingan hukum atau kepentingan peradilan. 
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B. Saran 

Sehubungan dengan permasalahan di atas, terdapat beberapa saran 

yang dapat diberikan, yaitu: 

1. Bagi Warga Masyarakat 

Dalam upaya penegakan hukum tindakan penyadapan pun harus dilakukan 

dengan dasar hukum yang kuat dan pengaturan yang jelas. Meskipun 

Undang-Undang Dasar kita memungkinkan untuk menyimpangi hak 

privasi ini, namun masyarakat tetap harus menghormati dan mematuhi 

aturan hukum yang telah dibuat. 

2. Bagi Aparat Penegak Hukum 

Perlu dibuat aturan hukum mengenai penyadapan yang lebih rinci lagi agar 

penyadapan yang dilakukan aparat penegak hukum tidak dilakukan secara 

sewenang-wenang dan berpeluang melanggar hak asasi warga negaranya. 

Tata cara penyadapan secara sah ini perlu diatur secara komprehensif. 

3. Bagi KPK 

Sebagai salah satu penegak hukum yang diberikan kewenangan 

penyadapan, KPK sebaiknya tidak menyalahgunakan kewenangan ini. 

KPK tetap harus bekerja secara professional serta tetap melakukan 

penyadapan sesuai aturan hukum yang telah dibuat.  
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